BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188.34-5658 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin
Gangguan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
tentang Retribusi I1zin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menetapkan

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 1) diubah
sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Besarnya Retribusi Izin Gangguan ditetapkan
berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- Retribusi Izin Gangguan = Luas Ruang Usaha x
Indeks lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar.

(2) Penentuan besarnya Tarif Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan pada luas ruang usaha yang
ditetapkan sebagai berikut :

- Luas sampai dengan 100 meter (seratus meter
persegi) dikenakan Tarif Dasar sebesar Rp. 1000,-
/M2 (seribu rupiah per meter persegi); dan

- Selebihnya dikenakan Tarif Dasar sebesar Rp. 700,-
/M2 (tujuh ratus rupiah per meter persegi).



(3) Besarnya Retribusi untuk setiap perubahan Izin
Gangguan sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan sebagai
berikut :

Pemegang Izin Gangguan yang melaksanakan Merger,
Akuisisi dan  perubahan status Perusahaan,
dikenakan pungutan retribusi sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari Retribusi Izin Gangguan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dihapus.

2. Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Mei 2019

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI PENAJAM PASERUTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 90/21/2019.



